Menimbang :

Mengingat

FATWA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PERBURUAN DAN PERDAGANGAN

SATWA LIAR MENURUT PERSPEKTIF SYARI'AT ISLAM

et

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH,

. bahwa fenomena kepunahan satwa liar yang terjadi di belahan

bumi tidak terlepas dari ulah dan perilaku manusia;

.bahwa kepunahan sebagian satwa liar berdampak kepada

terganggu keseimbangan ekosistem alam sehingga menjadi
ancaman serius bagi keberlangsungan kehidupan di bumi;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan huruf b, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh perlu
menetapkan Fatwa tentang Perburuan dan Perdagangan Satwa
Liar;

Al-Quran;
Surat Hud ayat 6:
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Al-Hadits:
a. Riwayat Bukhari, Shahih al-Bukhari nomor 3019, juz 4, hal
62:
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b. Riwayat Muslim, Shahih Muslim nomor 1552, juz 3 hal. 1188:
G PR So Sras /u/

ctf u‘ R CC}‘) L-\a- Yb (Q_J-l’ d\ u\) ef'L’ O A& st\o_,

PP IV a/ P / a/

Y

Rt



=

og 4 og 45 .

s 8 02 65 . P

ool ol M‘_}{L’ l"JJYJcL‘fé-“‘J’Jd’J’“y ‘JJ“

Go o 2 -

.f-‘MddKY‘ "LS"

3. Kaidah Ushul Figh dan Figh:
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4. Peraturan Perundang-Undangan:

a.

b.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945 (Preambule);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah
Istimewa;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990
tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan
Ekosistemnya,;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pedomnan Penaggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa
Liar;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
106 tahun 2018 tentang Jenis TSL yang dilindungi.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5
Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam;

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun
2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah,
Ibadah dan Syiar Islam;

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun
2003 tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan
Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi lainnya;

. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis

Permusyawaratan Ulama;

n. Qanun;



¥

n. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok
Syari’at Islam;

o. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Satwa Liar;

p. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Pemberian Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama;

q. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/729/2022 tentang
Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh
Masa Bakti 2022-2027;

Memperhatikan :

1. Khutbah Iftitah yang disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis
Permusyawaratan Ulama Aceh, Dr. Tgk. H. Muhammad Hatta, Lc,
M.Ed;

2. Risalah yang disiapkan oleh Panitia Musyawarah - VI MPU Aceh,
yang disarikan dari makalah-makalah :

a. Dr. Tgk. H. Muhammad Hatta, Lc. M.Ed (Wakil Ketua MPU
Aceh) dengan judul “Pelestarian Satwa Liar Menurut Figh
Islam”.

b. Muhammad Daud, S.Hut, M.Si (Kepala Bidang Perlindungan
dan Konservasi SDA) dengan judul “Perburuan dan
Perdagangan Satwa Liar”.

c. Dr. Teuku Muttaqin Mansur, MH (Dosen Fakultas Hukum
Universitas Syiah Kuala) dengan judul “Perburuan dan
Perdagangan Satwa Liar di Provinsi Aceh : Dampak dan Upaya
Pencegahannya”.

3. Pendapat dan saran yang berkembang dalam Sidang
Paripurna-VI Tahun 2022 Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh
tanggal 6 sampai dengan 8 Rabiul Awal 1444 H bertepatan
dengan tanggal 2 sampai dengan 4 Oktober 2022 M.

dengan
bertawakkal kepada Allah SWT dan Persetujuan
SIDANG PARIPURNA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Perburuan adalah wupaya menangkap untuk menguasai atau
membunuh satwa liar yang ada di darat, laut dan atau udara.
KEDUA : Perdagangan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau

keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama.

KETIGA. y
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Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat dan atau di
laut dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik
yang hidup bebas maupun yang dipelihara manusia.

Berburu Satwa Liar yang halal dimakan di luar tanah haram dan
atau bukan dalam ihram hukum asalnya adalah boleh selama tidak
bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Al-Figh al-Islamiy wa Adillatuhu, juz. 4, hal. 2803:
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Berburu Satwa Liar yang tidak halal dimakan adalah dilarang.

Hasyiah al-Bujairimi ‘ala Syarh al-Khathib, juz. 5, hal. 189:
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Menangkap dan atau membunuh satwa liar yang dilindungi di darat,
di laut dan atau di udara adalah tidak dibolehkan selama tidak
mengancam jiwa dan harta secara pasti.

Al-Hayawan al-Jahiz, hal. 162:
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Menangkap dan atau membunuh satwa liar yang dilindungi untuk
kemaslahatan dan penelitian dengan seizin pemerintah adalah
dibolehkan.

Al-Hayawan al-Jahiz, hal. 162:
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KEDELAPAN...
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KEDELAPAN : Memperdagangkan satwa liar yang dilarang adalah tidak dibolehkan.

Hasyiah al-Bujairimi ‘ala Syarh al-Khathib, juz. 3, hal. 283:
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KESEMBILAN : Memperlakukan satwa liar dengan baik untuk melindungi dan
melestarikannya guna menjamin keberlangsungan hidupnya adalah
wajib.

Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifati Alfazh al-Minhaj, juz. 4, hal. 195:
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Ditetapkan di : Banda Aceh
pada tanggal : 8 Rabiul Awal 1444 H
4 Oktober 2022 M

PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
2 ) Ketua,

.. Ha Faisalﬁ

Wakil Ketua W% Ketua

i Dr. Tgk. H. MuhibbuthtleeyaTy, M.Ag Dr. Tgk. H. MuNapafiad Hatta, Lc, M.Ed




